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ABSTRACT
Indonesia Muamalat Bank is a general bank which implements its activities based on the
Svariah law. Omne of its form of financing offer uses (he principle of mudharabah. The
financing with this system has such a big risk that enables the bank customer to breach the
regulation in returning the fund to the bank. The solution is that the bank should give the
chance by extending the time limit to the customer in returning the fund. When the customer
fails to return 1L bank will make auction all the guarantee 1o pay back the customer’s debt.

Kata kunci: Sistem Pembiayaan Bank, Prinsip Mudarabah.

I. PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan
yang ada di Indonesia adalah bank.
Bank memiliki peran sangat signi-
fikan dalam konteks memajukan
pembangunan bangsa. Secara khu-
sus, bank lebih berperan dalam
membanty  pembangunan  sektor
ekonomi, karena merupakan sum-
ber pendanaan/pcmbiayaan.Dalam
kegiatannya, bank melakukan ke-
glatan penghimpunan dana dari
masyarakat atau dana dari pihak
ketiga dalam bentuk simpanan,
Selain itu, bank juga melakukan
kegiatan penyaluran kembali dana
tersebut kepada masyarakat yang
membutuhkan dana, baik itu untuk
kegratan konsumsi maupun untuk

kegiatan produksi. Penyaluran da-
na kepada msyarakat tersebut dila-
kukan dalam bentuk kredit.

Jasa perkreditan perbankan
adalah salah satu produk utama
bank di mana kredit bukan lagi
hal asing bagi masyarakat. Jasa ini
sangat dibutuhkan oleh para peng-
usaha yang akan mengembangkan
usahanya namun terbentur pada
masalah keuangan atau finansial.
Meskipun demikian, tidak semua
pengusaha dapat menikmati jasa
perkreditan tersebut, yang salah
satu penyebabnya adalah ketidak-
sanggupan mcmbayar bunga dan/
atau memenuhi ketentuan bank.
Ketidaksanggupan ini banyak di-
rasakan oleh para pengusaha,
terutama golongan menengah ke

bawah. Jika kondisi ini tetap ber-
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dikatakan hahwa para pengusaha
golongan mecnengah ke bawah
sulit untuk terlibat dalam dunia
kredit perbankan, sehingga akan
sulit pula berpartisipasi atau ikut
serta dalam prpses pembangunan
perekonomian negara dan / atau
masyarakat.

Pedoman perkreditan yang di-
kelnarkan Bank Indonesia wajib
dijalankan dan ditaati oleh semua
bank yang beroperast di Indone-
sia. Pedoman tersebut merupakan
panduan agar bank mampu menga-
wasi portofolio perkreditan secara
holistik dan menetapkan standar
dalam proses pemberian kre-
dit.

Selanjutnya dikatakan oleh
Muh. Djumhana bahwa prinsip
saling mempercayai merupakan
akar dalam pemberian kredit an-
tara pihak bank dan nasabahnya,
di mana bank wajib mengelolanya
dengan baik serta terus menjaga
kesehatan banknya agar kepen-
tingan masyarakat terpelihara. De-
ngan kewajiban itu, bank telah
mampu menjalankan  fungsinya
namun tetap mengejawantahkan
prinsip profitability and  safety
(Muh. Djumbhana, 2000: 367).

Dalam memasuki abad ke-21
perbankan di Indonesia mengha-
dapt permasalahan yang cukup
kompleks. Permasalahan terscbut
terbagi atas dua macam, yaitu
permasalahan internal bank dan
permasalahan eksternal bank. Per-
masalahan internal adalah struk-

SISTEM PEMBIAYAAN
MELALUT PRINSIP MUDHARABAIL..

tur modal bank yakni banyak bank
umum nasional mempunyai modal
yang rendah schingga sulit bagi
bank dalam mengoperasionalkan
atau terpelihara kegiatannya, Per-
masalahan eksternal adalah kondi-
si perckonomian nasional  yang
memburuk akibat krisis ekonomi
dan moncter.

Lemahnya perckonomian na-
sional menimbulkan permasalahan
bagi bank untuk menerima kem-
bali pembiayaan (kredit) yang te-
lah diberikan kepada para pelaku
ekonomi, schingga menimbulkan
kredit macet atau kegagalan kre-
dit. Kegagalan pembiayaan dan
permodalan bank ini membuat
banyak bank umum nasional men-
jadi sakit, sehingga harus dilikui-
dasi oleh Bank Indonesia sebagai
lembaga otoritas moneter yang
herwenang mengawasl dunia per-
bankan (Frianto Pandia, ¢t al,
2004: 187).

Salah satu bapk umum yang
bereperasi di Indonesia adalah
Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Bank ini menjalankan kegiatannya
berdasarkan prinsip syariah Islam,
schingga bank ini merupakan
sebuah alternatit yang diberikan
kepada masyarakat pengguna jasa
perbankan.

Bank Muamalat [ndonesia la-
hir dari persepsi umat muslim
terhadap bank konvensional yang
menetapkan  bunga bank  yang
harus dibayar nasabah dan itu
sebagal keuntungan bank. Dalam



ERAHUKUM NO, 3/TH. 147A4ET 2007

svariah  Islam bunga bank di-
haramkan, karena itu BMI dapat
menghilangkan kekhawatiran u-
mat Islam yang ingin meminjam
uang tanpa diharuskan membayar
bunga bank. Hal ini sesual dengan
ketentuan peraturan  perundang-
undangan vang memperbolehkan
bank umum melakukan kegiatan
perbankan dengan prinsip syariah.

Alternatif pembiayaan  yang
disalurkan BMI sangat sesuvai de-
ngan kondisi kontemporer, khu-
susnya bagi bank untuk mencegah
dan mengurangi kerugian yang di-
akibatkan coleh adanya kegagalan
dalam penvaluran kredit kepada
masyarakat. Hal ini karena dalam
pembiayaan secara syarizh, bank
dan nasabah {debitur) sama-sama
mempunyai tanggungjawab yang
sama. sehingga kedua belah pihak
tidak ada vang dirugikan atau ter-
bebani kredit. Untuk itu, diha-
rapkan eksistenst BMI  dapat
memberikan angin segar bagi per-
ckonomian nasional yang pada
akhirnya memacu kembali kegi-
atan-kegiatan perckonomian seca-
ra menyeluruh yang scbelumnya
terpuruk akibat badai krisis eko-
nomi dan moneter.

Menurut Fuady, bentuk pem-
btayaan berdasarkan syariah yang
ditawarkan BM! ada beberapa
bentuk, antara lain:

1. al nurabahah (pembiayaan
maodal kerja perdagangan);
al musvarakali (pembiayaan
sebagtan usaha);

(]
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al mudharabah (pembiayaan

usaha secara penuh);

4. al ijarah (pembiayaan dengan
prinsip sewa beli) (Munir
Fuady. 1999: 178).

Adapun pelaksanaan pembia-
yaan berdasarkan prinsip syariah
harus memperhatikan asas-asas
pembiayaan yang sehat, sebagai-
mana termaktub dalam ketentuan
Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan jo. Undang-
Undang Nomer 10 Tahun 1998
tentang  Perubzhan  Undang-
Undang Nomer 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, yang menya-
takan "dalam pemberian kredit
atau  pembiayaan  berdasarkan
prinsip syariah, bank umum wajib
mempunyai keyakinan berdasar-
kan analisis calon nasabah yang
mendalam terutama itikad baik
dan kemampuan melunasi utang-
nya atau mengembalikan pembia-
yaan dimaksud, sesuai dengan
yang diperjanjikan sebelumnya”.
Bank umum berkehendak  me-
nerapkan prinsip syariah wajib
berpedoman pada pedoman per-
kreditan dan pembiayaan scsuai
dengan ketentuan yang ditetapkan
Bank Indonesia.

Berdasarkan pada uraian di
atas, penulis tertarik mengkajinya
sebuah tulisan iimiah ini  dengan
judul Sistem Pembiayaan Melalui
Prinsip Mudharabah Bank Syariah.



II. PERMASALAH

Pemberian svatu pembiayaan
oleh bank dilakukan melalul suatu
perjanjlan  antara pihak  bank
dengan nasabah. Perjanjian i
ibarat  undang-undang  yang
mengikat dan wajib ditaati olch
para pihak. Meskipun denukian,
tidak jarang perianjian 1tu tidak
ditaati  sehingga terjadi  wan-
prestasi. Hal ini juga terjadi pada
sistem pembiavaan pada bank
syariah. Sehubungan dengan itu,
maka per-masalahan yang penulis
angkat pada tulisan ini adalah :

A, Bagaimana upava penyelcsai-
an masalah wanprestasi oleh
pihak penerima pembiayaan
mudharabah Bank Syariah?

B. Apa hambatan yang ada dalam
sisten  pembiayvaan  melalu
prinsip  mudharabah  Bank
Svariah?

ILTUJUAN PENULISAN

Permasalahan di atas sangat
menarik untuk dikajl. mengingat
prinsip mudharabah  merupakan
solusi pembiayaan secara  Islam
namun masih banyak nasabah yang
mengalami kesulitan untuk meme-
nuhi  pembayaran kembali biaya
kepada bank sehingga terjadi
wanprestasi. Selain itu karap kals
para pihak mengalami kesulitan
dalam melakukan penyelesaikan
wanprestasi. Karena 1tu tujuan yang
ingin dicapai dalam penuiisan ini
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dengan mengangkal kedua perma-
salahan di atas adalah:

A. untuk mengetahul upaya pe-
nyelesaian masalah wanprestasi
oleh pihak penerima pembiaya-
an mudharabah Bank Syariah.

B. untuk mengetahui  hambatan
yang ada dalam sistem pem-
biayaan melalui prinsip mu-
dharabah Bank Syariah.

1V.PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Islam di

Indonesia

Di Indoncsia telah berdin
bank vang dalam menjalankan
usahanya menggunakan syariat
Islam. Pada awalnya bank vang ter-
benluk adaldh Bank Islam Mua-
malat (BIM). Ide pendirian Bank
Muamalat Indonesia (BIM) ber-
mula dari lokakarya Bunga Bank
Perbankan vang diselenggarakan
oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUT) pada tranggal 10-18 Agustus
1990 yang dilanjutkan pada tanggal
22-25 Agustus 1990 di Jakarta,
Kemudian MUI membentuk ke-
lompok kerja (Pokja) untuk mem-
persiapkan segala sesualu  yang
dapat membantu kelancaran persi-
apan berdirinya Bank Islam  di
Indonesia. Dalam rangka persiapan
tersebut  Pokja melakukan lobby
kepada para pengusaha muslim
agar mereka menjadl pemegang
saham pendiri. Upaya Pokja ber-
hasil, schingga gagasan pendirian
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bank Islam terealisasikan mclalui
pendirian Bank Muamalat Indo-
nesia (BMI).

Modal awal pendirian BMI
adalah sebesar Rp. 84 miliar yang
kemudian menjadi Rp.116 miliar
pada saat penjualan saham BMI
vang dilakukan pada saat bank
mulai beroperasi pada tanggal 1
Mei 1992. Prinsip perbankan yang
diterapkan oleh BMI sebagai
Bank Syariah adalah prinsip sya-
riah Islam, yang dalam penerap-
annya prinsip tersebut dibagi men-

jadi dua bagian, yaitu :

I. Sistem bagi hasil. Sisten ini
merupakan suatu sistem yang
meliputi pembagian hasil usaha
antara penyedia dana atau pe-
milik dana (investor) dengan
pengelola dana (bank). Pem-
bagian hasil usaha dapat terjadi
antara bank dengan penyimpan
dana (deposan) maupun antara
bank sebagai kreditur dengan
pencrima dana (debitur);

2. Sistem jual beli dengan mar-
gin keuntungan. Sistem ini
menerapkan tata cara jual beli,
dalam hal ini bank mengangkat
nasabah sebagai agen bank.
Cara yang dilakukann asabah
melakukan pembelian barang
atas nama bank, kemudian
bank akan bertindak sebagai
penjual yang menjual barang
tersebut kepada nasabah de-
ngan scjumlah harga beli di-
tambah keuntungan bagi hasil
bank {margin/mark up)

«<»

(Frianto, 2004 190).

B. Pengertian Bank Syariah
Sebelum dijelaskan sccara
eksplisit apa yang dimaksud de-
ngan Bank Syariah, ada baiknya
dipahami lebih dahulu bagaimana
sebenarnya prinsip ekonomi Islam
terkait dengan implementasi sis-
tem Bank Syariah di masyarakat,

Menurut Abdul Ghotur bangunan

ekonomi Islam didasarkan atas

lima nilai universal yakni rawhid

{keimanan), ‘ad! (keadilan), nu-

buwwah (kenabian), khilafah (ke-

pemnimpinan}, dan ma'had {(hasil).

Kelima nilai in1 menjadi dasar

inspirasi untuk menyusun propo-

sisi-proposisi dan teori-tcori cko-
nomi Islam. Dari kelima nilai-nilai
universal tersebut, dibangunlah ti-
ga prinsip derivatif yang menjadi
ciri-ciri dan cikal bakal ekonomi

Islami. Selanjutnya beliau mengu-

tip pandangan Karim, bahwa

ketiga prinsip derivatif tersebut di

atas adalah multytype ownership,

freedom to act and social justice.

(Abdul Ghofur Anshori, 2005:

77).

Berikut ini penjelasan atas
kelima nilai universal di atas,

1. Tauhid (keimanan), Tauhid
merupakan fondasi dari ajaran
Islam. Dalam pokok ajaran ini
dinyatakan bahwa Allah adalah
pencipta alam semesia dan
segala isinya, serta sekaligus
pemilik alam dan isinya ter-
masuk manusia dan seluruh
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sumberdaya yang ada. Karena
itu Allah adalah pemtlik hakiki,
sedangkan manusia hanya di-
beri amanah untuk memiliki
alam beserta isinya sementara
waktu, sgbagai ujian bagi me-
reka. Dalam Islam. segala
sesuatu yang ada udak dicip-
takan dengan sia-sia. tetapi
memiliki tujuan.
'‘Ad! {(keadilan). Dalam banyak
ayat, Allah memerintahkan
manusia untuk berbuat adil.
Islam mendefinisikan adil se-
bagai hal yang tidak mendzali-
mi dan tidak didzalimi. Im-
plikasi ekonomi dari nilal ini
adalah bahwa pelaku ekono-
mi tidak dibolehkan untuk
mengejar keuntungan pribadi
bila hal 1tu merugikan orang
lain atau merusak alam. Tanpa
keadilan. golongan yang satu
akan mendzalimi golongan lain
schingga terjadi cksploitasi ma-
nusia atas manusia, di mana
masing-masing berusaha men-
dapatkan hasil yang lebih be-
sar daripada usaha yang dike-
luarkan karena ketamakannya.
Nubuwwah {kenabian), Dalam
Islam, Rasul adalah manusia
model terbaik yang harus dite-
ladani oteh umat manusia lain
agar mendapat keselamatan
dunia dan akhirat. Ada 4 sifat
nabi yang harus diteladani,
yaitu ;
a. Siddig, artinya benar/jujur,
yang harus menjadi visi
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b,

hidup setiap muslim. Dari
konsep ini muncul turunan
khas ekonomi dan bisnis,
yaknt efektifitas dan efi-
$1ensi;

Amanah, artinya tanggung-

Jawab. dapat dipercaya, a-

tau kredibilitas, yang harus
menjadi misi hidup setiap
muslim, Sifat ini akan
mecembentuk  kredibilitas
tinggi dan sikap penuh
tanggung jawab pada se-
tiap individu muslim.
Fathanah, artinya kecer-
dikan, kebijaksanaan, dan
intelektualitas, yang dapat
dipandang sebagai strategi
hidup setiap muslim. Im-
plikast ckonomi dari sifat
ini adalah bahwa segala
aktivitas harus dilakukan
dengan ilmu, kecerdikan,
dan pengoptimalan semua
potenst akal yang ada untuk
mencapai tujuan,

Tabligh, artinya komuni-
kasi. keterbukaan, dan pe-
masaran, yang merupakan
taktik hidup mushm karena
setiap muslim mengem-
bang tanggung jawab dak-
wah. Sifat tabligh menu-
runkan prinsip ilmu komu-
nikasi, pecrnasaran, pem-
bentukan opini, open ma-
nagement dan lain seba-
gainya untuk kegiatan eko-
nomi dan bisnis.
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4, Khilafah (kepemimpinan).
Kepemimpinan mendasari
prinsip  kehidupan kolektif
manusia datam Islam. Fungsi
utamanya adalah  menjaga
kgteraturan interaksi  antar-
kelompok agar kckacauan dan
keributan dapat dihilangkan.
Ma'had (hasil), Setiap perbu-
atan yang dilakukan di dunia
akan menuai hasiinya (dibalas
oleh Allah) di akhirat. Perbu-
atan baik akan diberi pahala,
dan perbuatan jahat akan di-
beri balasan berupa hukuman.
Implikasi dart nilai ini adalah
konsep hukuman dan hadiah
akan memacu manusia vntuk
sclalu berbuat yang terbaik
(Abdul Ghofur Anshori, 2005:
79).

Bank Syariah adalah  bank
yang mclakukan kegiatannya se-
sual dan tidak bertentangan dengan
Hukum isiam. Bank Syariah tidak
melakukan kegiatan yang bersifat
menarik bunga, vang dalam Islam
disebut dengan riba, yang hukum-
nya dilarang dalam Islam. Dengan
kata {ain, Bank Syariah adalah
bank yang melakukan kegiatannya
tidak berdasarkan atas bunga,
tetapl berdasarkan prinsip syariah
{Sutan Remy, 1999: 1), Decngan
prinsip ini, maka masyarakat dapat
dengan mudah dan ringan men-
dapatkan pinjaman. Lahir dan
berkembangnya Bank Syariah di
Indonesia dipengaruhi oleh ber-

k]

kembangnya bank syartah di nega-
ra lain.

Secara nasionai, dasar hukum
Bank Syariah di Indonesia adalah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang  Perbankan  jo.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubshan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, dan Surat
Keputusan Direksi Bank Indone-
sia Nomor 32/34/Kep/Dir tanggal
12 Mei 1999 tentang Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syarizh.

Dalam konteks hukum aga-
ma, dasar pemberiakuan Bank
Syariah termaktub dalam Al-
Qur'an Surah (QS). QS Al-
Bagarah Avat 275-279 vyang
intinya menyatakan bahwa Allah
memusnahkan riba dan menyu-
burkan sedekah dan Allah tidak
menyukal setiap orang yang tetap
dalam  kekafiran dan sclalu
berbuat dosa. QS An-Nisa Avat
29 menyatakan "Hai orang-
orang yang beriman janganlah
kamu makan harta sesamamu
dengan jalan batil, kecuali dengan

julan perniagaan vyang berlaku

dengan suka sama suka di antara
kamu”. Selain itu QS Ali Imran
Ayat {30 yang menyatakan "Hai
orang-orang beriman, janganlah
kamu memakan riba dengan
berlipat dan bertagwalah kamu
kepada Allah supaya kamu men-
dapat keberuntungan”.



C. Perbedaan Bank Syariah

dengan Bank Konvensional
Dalam beberapa hal, bank

konvensional dan bank syariah
memiliki persamaan, terutama da-
lam sisL teknis penerimaan uvang,
meckamisme  transfer, teknologi
komputer, syarat umum pembi-
ayaan, proposal, laporan keuangan
dan lain sebagainya. Dalam bebe-
rapa hal lain. kedua bank tersebut
memiliki banvak perbedaan men-
dasar, di antaranya, adalah:

1.

Akad dan Aspek Legalitas.

Dalam Bank Syarizh, akad
yang dilakukan memiliki kon-
sekuensi duniawi dan ukhra-
wi, karena akad yang dilaku-
kan berdasarkan hukum Islam.
Seringkali nasabah berani me-
langgar kesepakatan yang te-
lah dilakukannya bila hukum
yang dijadikan dasar adalah
hukum positif (negara), ka-
rena pertanggungjawabannya
scbatas di dunia. Namun tidak
demikian bila perjanjian terse-
but memiliki pertanggungja-
waban hingga vaumil giva-
mah nanti. Setiap akad dalam
perbankan syariah harus me-
menuhi ketentuan akad, seper-
ti rakun dan syarat yang halal,
jelas dan kepemilikan yang
jetas. Menurut Abdul Ghofur
rukun  adalah  unsur  yang
mutlak harus dipenuhi dalam
sesuatu hal, peristiwa, dan
tindakan, scdangkan syarat
adalah unsur yang juga ha-
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rus ada dalam sesuatu hal.
peristiwa, dan tindakan ter-
scbut. Rukun akad yang
utama adalah ijab dan gabul.
syarat vang harus ada dalam
rukun bisa menyangkut sub-
yek dan obyek dari suatu
perjanjian  {Abdul  Ghofur,
2006: 21).

Lembaga Penyelesaian Seng-
keta. Berbeda dengan per-
bankan konvensional, pada
perbankan syariah jika ter-
dapat perbedaan atau perse-
lisihan antara bank dengan
nasabahnya maka kedua be-
lah pihak tidak menyclesai-
kannya di pengadilan, tetapi
melalui jalur dan tata cara
hukum mated syariah yaitu
melalui Badan Arbitrase Mu-
alah Indonesia;

Struktur organisasi. Bank
Syariah bisa memiliki struk-
tur organisasi yang sama
dengan bhank konvensional,
tetapi bedanya adalah pada
bank syariah harus memiliki
dewan pengawas syariah
yang bertugas mengawasi
operasional bank dan pro-
duknya agar sesuai dengan
garis-garis  syartah  (Muh.
Syafi’i, 1999: 193);

Bisnis dan usaha yang di-
biayai. Dalam Bank Syariah
bisnis dan usaha yang dilak-
sanakan tidak terlepas dari
saringan syariah. Karena itu,
Bank Syariah tidak akan



ERA HUKUM NO. 3/TH. 14/MEF 2007

membiayai usaha yang ter-

kandung di dalamnya hal-hal

yang diharamkan Islam;
5. Lingkungan kerja dan cor-
porate culture. Dalam etika
syariah, Bank Syariah memi-
liki lingkungan kerja yang
selalu sejalan dengan sifat
amanah dan shiddiq. Kedua
sifat terscbut selalu melan-
dasi setiap kinerja karyawan
schingga tercermin integritas
eksekutit muslim yang baik.
Di samping itu, karyawan
Bank Syariah juga harus
skillful —and  professional
(fathorah).

Perbandingan antara Bank

Syariah dengan bank konven-
sional dapat dilihat pada tabel
berikut ini (Muh. Syafi’i, 1999:
199):
1. Bank Syariah melakukan in-
vestast yang halal saja, sedang-
kan bank konvensional melaku-
kan investasi yang halal dan
haram:

Bank Syariah berdasarkan prin-

sip bagi hasil jual beli atau sewa,

sedangkan bank konvensional
memakai perangkat bunga;

3. Bank Syariah bersifat profit dan
falah oriented, sedangkan bank
konvensional bersifat profit ori-
ented;

4. Bank Syariah melakukan hu-
bungan dengan nasabah dalam
bentuk  hubungan  kemitraan,
sedangkan bank konvensional

[

melakukan  hubungan dengan
nasabah dalam bentuk hubung-
an kreditur-debitur;

5. Bank Syariah menghimpun
dan menyaluran dana harus se-
suai dengan Fatwa Dewan Pe-
ngawas Syanah, sedangkan pada
bank konvensional tidak terda-
pat dewan sejenis

D. Menabung di Bank

Syariah

Menabung adalah tindakan
yang dianjurkan oleh Islam, ka-
rena dengan menabung berarti
seorang muslim mempersiapkan
diri untuk pelaksanaan kehidup-
an di masa yvang akan datang,
sekaligus untuk  menghadapi
berbagai hal yang tidak diingin-
kan. Dalam Al-Qurian terdapat
ayat-ayat yang secara eksplisit
maupun implisit telah meme-
rintahkan kepada kaum musiim
untuk mempersiapkan hari esok
secara lebih baik melalui me-
nabung, antara lain :

1. QS An Nisa: 9 yung menya-
takan "Dan hendaklah takut
kepada Allh orang-orang
yang seandainya meninggal-
kan di belakang mereka
anak-anak yang lemah, yang
mercka khawatir  terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh
sebab itu hendakiah mereka
bertagwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengu-
capkan perkataan yang be-
nar".



2.

QS Al-Bagarah: 266 yang
menyatakan "Apakah ada sa-
lah seorang diantaramu vang
ingin mempunyai kebun kur-
ma dan anggur yang menga-
lir di bawahnya sungat-su-
ngai, dia 1'ﬁempunyai dalam
kebun itu segala macam
buah-buahan, kemudian da-
tanglah masa tug pada orang
itu sedang mempunyai ketu-
runan yang masih kecil-kecil
(lemah)".

Hadist Nabi yang mengatla-
kan "berlaku hemat (ekono-
mis) adalah hal yang diper-
lukan untuk menjaga kehi-
dupan dan berlaku hemat
adalah sctengah dari peng-
hidupan” (H.R. Tarmizy).

Dalam menjalankan fungsi-

nya di dunia perbankan, Bank
Syariah memiliki beberapa jenis
tabungan, yaitu:

a.

Memilih antara wadiah dan
mudharabah, di mana sese-
orang yang ingin menabung di
Bank Syariah dapat memilih
antara akad al wadiah atau dl
mudharabah. Meskipun pro-
duk tabungan ini mirip dengan
giro, tabungan, dan deposito
pada bank konvensional, na-
mun pada Bank Syariah memi-
liki perbeduan prinsipil, yaitu:
Giro di Bank Syariah meng-
gunakan 2 jenis akad wadiah
vaitu wadiah vad al amanakh
dan wadiah vad adh dha-
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manah., yuilu pibak bank tidak
wajib mengganti jika terjadi
kerusakan atas penitipan (wa-
diah) dan bertanggungjawab
atas nilai, bukan fisik dari vang
yang dititipkan.

Tabungan pada Bank Syariah
menerapkan dua akad yaitu
wadiah dan  mudharabah  di
mana tabungan tidak menda-
patkan keuntungan karena ia
titipan. Jadi Bank Syurizh ha-
nya menggunakan pendekatan
profit  sharing artinya dana
yang diterima bank disalurkan
kepada pembiayaan dan keun-
tungannva dibagt dua untuk
nasabah dan pihak bank (Muh.
Svafi’i, 1999: 205-207).
Deposito pada Bank Syariah
menerapkan akad mudharabah
untuk deposito di mana depo-
san bertindak sebagai shahibud
maal dan bank selaku mudha-
rib. Di sint akad mudharabah
mensyaratkan adanya tenggang
waktu antara penyetoran de-
ngan penarikan agar dana itu
hisa diputarkan, seperti 30 hari,
90 hari dan seterusnya.

Perbedaan antara menabung
di Bank Syariah dengan Bank
konvensional.  Perbedaannya
adalah: Pertama. pada Bank
Syariah semua transaksi harus
berdasarkan akad yang dibe-
narkan oleh syariah, artinya
harus mengikuti kaidah dan
aturan pada akad muamalah
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svariah, sedangkan pada bank
konvensional berdasarkan per-
janjian titipan. Kedua, imbalan
yang diberikan bank konven-
sional menggunakan konsep
biaya untuk menghitung keun-
tfmgan. sedangkan pada Bank
Syariah menggunakan pende-
katan profit sharing artinya
dana yang diterima bank di-
salurkan kcpada pembiayaan
lalu keuntungannya dibagi dua.
Ketiga, sasaran kredit/pembi-
ayaan pada bank konvensional
digunakan untuk semua hal
tanps memandang halal-haram
hignis tersebut, sedangkan pada
Bank Syariah memperhatikan
hal tersebut yaitu hanya untuk
kegiatan bisnis yang halal saja.

E. Pengertian
Mudharabah
Salah satu bentuk pembiayaan

Bank Syariah adalah dengan sistem
pembiayaan mudharabah yaitu sua-
(i bentuk pembiayaan yang ber-
dasarkan prinsip bagi hasil sesuai
Kesepakatan antar pihak nasabah
dengan bank. Bank memberikan
dana sepenuhnya kepada nasabah
untuk mengeloia suatu usaha. De-
ngan demikian, unsur-unsur yang
terdapat dalam sistem pembiayaan
mudharabah adalah :

. adanya pemberian dana sera-

tus persen dari bank kepada

nasabah;

dana yang diberikan oleh bank

digunakan untuk mengelola

Pembiayaan

| !

usaha oleh nasabah;

3. tidak ada keikutsertaan secara
langsung dalam mengelola u-
saha yang dijalankan nasabah;

4. pengembalian dana Kkepada
bank tidak ditambahkan bunga,
tetapt dsertai dengan bagi
hasil.

Dalam Pasal 1 angkat 12 UU

No. 10 Tahun 1998 dikatakan

bahwa pembiayaan  berdasarkan

prinsip syariah adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dipersa-
makan dengan itu berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan an-
tara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak lain untuk me-
ngembalikan uang atau tagihan
tcrsebut  setelah Jangka waktu
tertentu disertai imbalan atau bagi
hasil. Adapun prinsip syartah ada-
lah aturan perjanjian berdasarkan
hukum Islam antara bank dan
pihak lain untuk penyimpanan
dana dan atau pembiayan kegiatan
usaha atau kegiatan lainnya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah
antara lain pembiayaan berdasar-
kan prinsip bagi hasil (mudha-
rabahj, pembiayaan berdasarkan
prinsip penyertaan modal {musya-
rakah), prinsip jual beli dengan
memperoleh keuntungan muraba-
hah) atau pembiayaan barang
modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan ({jarah) atau
dengan pilihan (ijarah wa igtin),

vide Pasal 1 angka 13.

Pembiayaan dengan mudha-
rabah merapakan suatu transaksi



pcmbiayaan bcerdasarkan  syariah
yvang dilakukan oleh para pihak
berdasarkan kepercayaan. Dalam
transaksi pembiavaan mudhara-
bah, kepercayaan merupakan un-
sur  terpentigg  karena  dalam
kegiatan pembiayaan mindharabah
pihak bank rtidak boleh ikut
campur secara langsung dalam
pengelotaan usaha vang  dibia-
yainya. Yang mengelola usaha
tersebut hanya nasabah 1t sendiri,
sementara pthak bunk paling jauh
hanya boleh memberikan saran
tertentu  kepada nasabah dalam
menjalankan atau mengelola usaha
tersebut (Sutan Remy, 1999: 27).
Dalam mengelola suatu usa-
ha, siapapun tidak dapat memas-
tikan keuntungan ataupun kerugi-
an. Jika usaha yang dijalankan
nasabah mendapat keuntungan,
maka keuntungan tersebut akan
dibagi sesual kesepakatan yang
telah dibuat olch pihak bank
dengan nasabah. Namun seandai-
nya usaha tersebut menemw
kegagalan schingga menimbul-
kan kerugian dan menghabiskan
sebagian atau seluruh dana yang
diberikan bank, maka kemgian
dana sepenuhnya ditanggung oleh
pihak bank dan jerih payah selama
mengelola usaha tersebut juga
merupakan resiko bank. Perlu pula
diketahui bahwa pthak bank akan
menanggung sepenuhnya resiko
kchilangan dana selama kerugian
usaha tersebut tidak dikarenakan
oleh Kecurangan/kesalahan nasa-
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bah atau karena kelalian nasabah
itu sendiri.

F. Svarat-Syarat dan Prinsip-
Prinsip dalam Mudharabah
Dalam pclaksanaan pembia-

yaan mudharabah diperlukan sya-

rat-syarat operasional, antara lain

I. modal yang diberikan harus
dinyatakan dengan jelas jum-
lahnya. seberapa pun banyak-
nva dana yang diberikan oleh
bank kepada nasabahnya,
jumlahnya harus dengan jelas
dinyatakan;

2. seandainya modal yang dibe-
rikan berbentuk barang maka
barang tersebut harus dihar-
gakan/ditaksir dengan nila:
tupiah;

3. modal yang diberikan adalah
dalam bentuk tunai, d: mana
bank dalam memberikan pem-
biayaan kepada nasabahnya
harus memberikan biaya secara
tunai, bukan kredit;

4, modal tersebut diserahkan ke-
pada pihak nasabah, yang se-
lanjutnya  digunakan untuk
menjalankan usaha. Modal
vang diberikan oleh bank ha-
rus diberikan pada nasabahnya
yang mana modal tersebut
akan dijadikan modal untuk
mengelola usahanya;

5. dalam bhal pembagian keun-
tungan, harus sesuai dengan
kescpakatan yang telah dibuat
sebelumnya.  Karena Bank
Syariah menganut sistem bagi
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hasil. Jika usaha yang dikelola
nasabah memperoleh keun-
tungan maka pihak bank pun
akan mendapatkan keuntungan
puia. Keuntungan yang diper-
oleh dari usaha tersebut dibagi
sesuai dengan kesepakatan se-
belumnya yang dibuat antara
pihak bank dan nasabah;

6. pembagian keuntungan baru
dapat dilakukan setelah na-
sabah mengembalikan seluruh
atan sebagian modal kepada
pthak bank. Keuntungan vyang
akan dibagikan kepada bank
dan nasabah dilakukan setelah
modal dikembalikan oleh nasa-
bah kepada bank dan telah di-
kurangi dengan kerugian yang
dialami usaha tersebut {Mu-
hammad, 2000: 7).

Selain syarat operasional ter-
sebut. ada juga prinsip-prinsip dari
pembiayaan mudharabah yang
dijalankan oleh Bank Syariah, va-
Hu:

I. ada pihak penyedia dana
(bank) dan ada nasabah se-
bagai pihak pengelola dana;

2. keuntungan yang diperoleh di-
bagi secara persentase;

3. jika terjadi kegagalan  usaha
sehingga menimbulkan kerugi-
an, maka bank akan menang-
gung kerugian uang, sementa-
ra pihak nasabah menanggung
kerugian tenaga, waktu dan
pikiran selama mengelola dana
tersebut;

4, pembiayaan oleh bank harus-

lah seratus persen dari modal
kerja sebab jika tidak maka di-
pergunakan metode pembiaya-
an lain;

5. bank tidak boleh mengelola se-
cara langsung perusahaan yang
dibiayainya, kecuali melaku-
kan pengawasan secara tidak
langsung;

6. pembiayaan mudharabah ber-
sifat temporer, artinya ada ba-
tas waktu pembiayaan.

G. Prosedur Mendapatkan
Pembiayaan Mudharabah
Sepertt halnya bank konven-
sional, Bank Syariah juga mene-
tapkan syarat pembiayaan. Adapun
syarat pembiayaan dimaksud ada-
lah :

gambaran umum usaha;

prospek usaha;

fujuan penggunaan;

legalitas usaha;

keadaan keuangan;

persyaratan lainnya.

Untuk mendapatkan pembia-
yaan mudharabah pada Bank
Syariah, terdapat beberapa tahap
kegiatan yang harus dilakukan
oleh pengusaha menengah ke ba-
wah, yaitu:

1. Permohonan pembiayaan oleh
debitur. Kagiatan ini dimulai
dengan nasabah datang ke
bank dan menyampaikan ke-
inginannya untuk meminjam
uang. Atas keinginannya itu
pihak bank menjelaskan bagai-
mana cara memperoleh pem-

OB W



b

biayaan dengan segala persya-

ratannya. Permohonan diaju-

kan secara tertulis dengan

mengisi formulir yang telah

ditcntwan bank dengan meme-

nuhi syarat-gvarat:

a. adanva sural permohonan
pembilayvaan dart nasabah:

b. harus ada usaha vang dibi-
avat;

c. photo copy NPWP;

d. buku telah melunasi pajak
bumi dan bangunan;

¢. neraca Keuangan terakhir;

. barang jaminan.

Anaalisis olch pihak Bank
Syariah. Setelah permohon-
an calon nasabah diterima
olch pihak bank, maka bank
melakukan penelitian keadaan
intern bank untuk mengetahui
dana vang tersedia dan plafon
kredit yang tersedia. Plafon
kredit yang dimaksud adalah
batas maksimum bagi pihak
bank untuk mengoperasikan
dananya. Dalam hal ini bank
diperhatikan sektor vang di-
mintakan kreditnya, apakah
masih terbuka atau tidak pem-
biayaannya. Setelah memper-
hatikan keadaan intern dan
bank mampu untuk membiayai,
maka langkah selanjutnya ada-
lah  mempertimbangkan per-
mohonan  pembiayaan  dari
nasabah.

Selain itu bank melakukan pe-
meriksaan terhadap perusahaan
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atan usaha calon nasabah, Pe-
meriksaan ini menvangkut be-
berapa aspek, yaitu: aspek hu-
kum, aspek manajemen, aspek
cknts, aspek keuangan atau
finanstal, aspek sosial eko-
nomi, dan aspek jaminan.
Selanjutnya bank  melakukan
pentlaian terhadap lima [aktor
yang dikenal dengan schbutan
the five C's of credit. yang
meliputi aspek character, ca-
pacirny, capital, collateral, and
condition of economy.

3. Keputusan bank terhadap per-

mohonan pembiavaan. Setelah
formulir diisi oleh pemohon
dan dilakukan analisis, maka
pihak bank dapat mengetahut
kcadaan usaha dan prospeck
masa depan dari usaha calon
debrtur. Dari sint bank me-
mutuskan permohonan pembi-
ayaan apakah diterima atau
ditolak.
Jika hasil analisis oleh bank
menganggap layak dan per-
mohonan disetujui untuk  di-
biayai, maka pihak bank akan
memberitahu  kepada nasabah
bahwa permohonnya dikabul-
kuan. dan demikian sebaliknya
apabila ditolak,

Dalam pemberian pembiayaan
dengan sistem investasi  mudha-
rabah, setclah pihak bank me-
nganalisa bahwa usaha nasabah
layak, maka pihak bank akan
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menyediakan dana dan pengusaha
akan mengelola proyck usaha ter-
scbut. Mengenai persentase keun-
tungan masing-masing pihak telzh
diperjanjikan lebih dahulu. Apa-
bila terjadi kerugian maka bank
akan menanggung kerugian sebesar
pembiayaan yang disediakan, se-
dangkan pihak nasabah akan me-
nanggung kerugian managerial
skill, tenaga, waktu dan margin
keuntungan vang diharapkan dari
usaha tersebut.

H. Upaya Penyelesaian Masa-
lah Jika terjadi Wanpretasi
Pihak Penerima Pembiaya-
an Mudharabah Bank Sya-
riah

Pembiayaan sistem mudhara-
bah merupakan salah satu bentuk
pembiayaan dari Bank Syariah.

Produk pembiayaan ini mengan-

dung risike yang cukup besar, di

mana jika terjadi kerugian ter-

hadap usaha yang dikelola oleh
pengusaha penerima pembiayaa
mudharabah maka pihak bank
akan turut mengalami kerugian.
Dalam hal terjadi permasa-
lahan nerupa wanprestasi atau
ingkar janji dari pihak pengelola
dana atau nasabah penerima pem-
biayaan, sesuai syariah maka akan
diberikan kelonggaran waktu oleh
bank. Mengenai kelonggaran itu
sesuai dengan ketentuan dalam

QS Al-Bagarah Ayat 280 yang

mengatakan "dan jika orang yang

berhutang itu dalam kesulitan,

«<»

maka berilah penangguhan waktu
sampal 1a mempunyai kelonggar-
an dan menyedekahkan sebagian
atau seluruhnya itu lebih baik,
bila kamu mengetahui”.

Namun mengingat dana yang
dipakai untuk membiayai bukanlah
dana bank, sebaliknya adalah
dana amanah yang dititipkan
pada bank oleh nasabah pena-
bung, maka bank mengalami ke-
sulitas untuk dapat menyedekah-
kan pembiayaan yang bermasalah
itu, kecuali jika penabung rela
menyedekahkan dananya., Pada
saat ini sulit sekali dijumpai orang
yang mau merelakan dananya un-
tuk disedekahkan, apalagi hal iitu
akibat dari kerugian usaha yang
dibiayai oleh bank.

Dengan demikian, kalaupun
terjadi wanprestasi maka penyele-
satannya bukan melalui jalur hu-
kum sebagaimana dilakukan oleh
bank konvensional. Bank Syariah
cenderung untuk memberikan ke-
sempata berupa kelonggaran pada
nasabah yang wanprestasi. Ke-
longgaran yang dimaksud adalah
kelonggaran berupa perpanjangan
Jjangka waktu untuk melakukan
pengembalian dana yang telah di-
berikan pihak bank. Dengan ada-
nya perpanjangan waktu yang
diberikan bank, maka diharapkan
nasabah tersebut dapat melakukan
usaha-usaha yang sekiranya dapat
membantu dalam pengembalian
dana pada pihak bank.



Setelah diberikan kelonggar-
an waktu pengembalian, namun
apabila ternyata nusabah tetap
udak bisa mengembalikan dana
vang diberikan oleh bank. maka
Jalan terakhir vang dapart ditempuh
adalah dcnéan melakukan pele-
langan jaminan vang telah dija-
minkan sebelumnya. Hasil  dari
pelclangan tersebut akan dibayar-
kan pada bank scbagai pengem-
ballan modal vang telah dipakai
oleh pihak nasabah,

I. Hambatan Yang Ada Dalam
Sistem Pembiavaan Melalui
Prinsip Mudharabah Bank
Svariah

Dalam  melakukan  sesuatu
kegialan, tidak akan terlepas dari
kendala ataw hambatan selama
proses kegiatan itu berlungsung.

Hal ini pun dialami oleh Bank

Syariah dalam menjalankan tugas

dan amanahnya pada sistem pem-

blayaan mudharabah.

Hambatan-hambatan yang di-
maksud, yang ditemui dalam prak-
tik, adalah:

I. Hambatan dalam bentuk ke-
percayaan, Seperti telah dike-
tahui bahwa kepercayaan me-
rupakan unsur penting dalam
memberikan pembiayaan mu-
dharaball. Namun ternyata ke-
percayaan int menjadi salah
satu hambatan bank, karena
sulit bagt Bank Syariah untuk
memberikan kepercayaan se-
penuhnya pada calon nasabah

2
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penerima pembiayaan mudha-
rabah. Sebagai contoh, pada
saat aplikasi pembiavaan na-
sabah mengajukan rencana pe-
mantaatan biaya yang pros-
pektif dengan tingkat keun-
tungan tinggl, yvang sebenar-
nya bertujuan untuk menarik
minat bank agar mau mem-
berikan hantuan pembiayaan.

Pendapatan Bank Syariah ber-
gantung pada tingkat keun-
tungan dari usaha yang dija-
tankan oleh nasabah penerima
pembiayaan mudharabah. Ji-
ka usaha tersebut mendapat
keuntungan, maka Bank Sya-
riah akan mendapatkan pula
keuntungan. Sebaliknya jika
usaha tersebut merugi, maka
Bank Syarizh akan ikuot pula
menanggung kerugian. Besar
kecilnva keuntungan atau ke-
rugian hank bergantung pada
keuntungan atau kerugian per-
usahaan vang dilaporkan oleh
nasabah. Pada kenyataannya
nasabah cenderung melapor-
kan keuntungan sckecil mung-
kin. Hal demikian menjadikan
Bank Syariah sulit memberi
kepercayaan seclanjutnya pada
calon nasabah pencrima pem-
biayaan mudharabah:

Bank Svariah sulit memberi-
kan pembiayaan mudharabah
jika dana vang tersedia (plafon
kredit) tidak mencukupi atau
tidak memadai seperti yang di-
ajukan olch calon nasabah.
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Tidak mungkin bank akan
memberikan pembiayaan se-
dangkan dana yang tersedia
tidak mencukupi jumlah yang
dimintakan oleh calon nasa-
bah,

Hambatan di atas merupakan
hambatan yang berasal dari pihak
bank, sedangkan hambatan dari
pthak nasabah calon penerima
pembiayaan adalah:

I. Tidak dilengkapinya syarat-
syarat yang telah ditentukan
oleh bank. Ketidaklengkapan
syarat ini bukanlah hambatan
mutlak untuk tidak mendapat-
kan pembiayaan mudharabah.
Biasanya pihak bank akan
memberikan kesempatan pa-

3. Reputasi calon nasabah pun

dapat menghamat bank untuk
tidak dapat melaksanakan atau
memberikan bantuan pcmbia-
vaan mudharabah. Jika Bank
Syariah mendapat informasi
dari bank lain bahwa calon
nasabah tersebut pernah men-
jadi nasabah bank it dan
ternyata tidak dapat menjalan-
kan kewajibannya dengan baik
maka pihak Bank Syariah
akan terpengaruh dan memu-
tuskan untuk menolak permo-
honan pembiayaan mudhara-
bah yang diajukan oleh calon
nasabah atau pengelola dana
tersebut.

da nasabah vang belum me- V., PENUTUP

lengkapi syaratnya untuk da- Berdasarkan pembahasan di

pit melengkapi syarat tersebut; atas, penulis dapat menarik kesim-
2. Tidak dibuatnya necraca keu- pulan sebagai berikut:

angan pada dua tahun tera- . Upaya penyelesaian masalah

Khir juga dapat menjadi pe-
nyebab tidak  diberikannya
pembiayaan mudharabah oleh
pihak bank. Hal ini terjadi ka-
rena pengelola usaha tidak
begitu memperhatikan menge-
nai laporan atau pembukuan
tentang neraca Keuangan ini.
Dengan tidak dibuatnya neraca
keuangan, maka tidak mung-
kin bank dapat mengetahui
perkembangan usaha tersebut.
Dengan demikian pihak bank
sulit memberikan pembiayaan
pada calon nasabah;

jwanprestasi pihak penerima
pembiayaan mudharabah a-
dalah pihak pengelola dalam
hal ini adalah nasabah pene-
rima pembiayaan, pihak Bank
Syariah memberi kelonggaran
wak{u sesual dengan amanah
dalam QS Al-Bagarah Avyat
280 yang menyatakan "dan
jika orang yang berhutang itu
dalam kesulitan maka berilah
penangguhan waktu sampai ia
mempunyai kelonggaran dan
menyedekahkan sebagian atau
seluruhnya it lebih baik, bila
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kamu mengetahui”. Dengan de-
mikian, penyelesaian wanpres-
tasi bukan dilakukan melalui
jalur jalur hukum nasional,
sebagaimana vang dilaku-
kan oleh bank konvensio-
nal, melainkan mengguna-
kan jalur svyariah Islam
yakni memberikan kesempat-
an berupa kelonggaran pada
nasabah  vung  melakukan
wanprestasi. Kelonggaran di-
maksud adalah perpanjangan
Jangka waktu pengembalian
dana yang telsh diberikan pi-
hak bank. Namun apabila se-
telah  pemberian  kelonggaran
waktu itu pthak nasabah te-
tap tidak bisa mengembalikan
dana yang diberikan pihak
Bank Syariah maka jalan ter-
akhir yang dapat ditempuh
adalah dengan melakukan pele-
langan jaminan yang telah
dijaminkan sebelumnya dan
hasilnya akan dibayaran pada
bank sebagai pengembalian
modal vang telah dipakai oleh
pihak nasabah

Hambatan vang ada dalam sis-

tem pembiayaan melalui prin-

sip mudharabah Bank Syari-
ah adalah berupa :

a. hambatan dalam bentuk
kepercayaan, vaitu Bank
Syarfah sulit untuk mem-
berikan kepercayaan sepe-
nuhnya pada calon nasabah
penerima pembiayaan mu-
dharabah. Hal ini

Anshori,

SISTEM PEMBIAYAAN

MELALLT PRINSIP MUDHARABAH...

katerna calon nasabah
tidak jujur dalam me-
ngajukan rencana yang
prospektif dengan tingkat
keuntungan tinggi usaha-
nya. Ketidakjujuran inj di-
pengruht oleh motivasi
vang dirckayasa calon na-
sabah yang ingin meya-
kinkan bank agar mem-
berikan pembiayaan.

b. Dana Bank Syariah yang
tersedia uidak  mencukupi
atau tidak memadai jumlah
yang diajukan oleh calon
nasabah. Hal ini karcna ke-
terbatasan modal vang di-
miliki oleh bank dan hasil
kegiatan usaha bank, se-
hingga Bank Syariah tidak
dapat  memberikan pem-
biayaun karena dana yang
tersedia tidak mencukupi
jumlah dana vang dimin-
takan oleh calon nasabah.
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